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Materi 1

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan
antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
(PPBN).

Menurut Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang
cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM.
Sementara itu, Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga
masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas
menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk
kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Pengertian lain didefinisikan oleh Merphin Panjaitan, bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik
generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui
suatu pendidikan yang diagonal. Sementara: Soedijarto mengartikan Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu
peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut
serta membangun sistem politik yang demokratis.

~ Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian civic education

(Pendidikan Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif dari

pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan .di luar sekolah.

Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program Civic

Education yang diharapkan akan menolong para peserta didik (mahasiswa)

untuk: 4

a) Mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional.

b) Dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab
dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat dan
negara.

Jadi, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah program
pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan,
kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM dan
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: Materi 7
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah
abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok
yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan
ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam
masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar
pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation building,
dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator
perorangan, partai ataupun militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode :

1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan
parlemen serta partai-partaii Pada masa ini kelemahan demokrasi
parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR.
Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh
bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif
sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek
telah menyihpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan
beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi
presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis,
dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik, semakin luas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang
merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
Landasan fermal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Kétetapan
MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan
terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun dalam
perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-
lembaga negara yang lain.

4. Periode 1999-sekarang, masa Demokrasi Pancasila era reformasi dengan
berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan
perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim
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demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih akan

kita tunggu.
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Materi 8
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia,
sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak
kemerdekaa atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar yang melekat pada
diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi
manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan
YME. Sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Hak Asasi Manusia menurut
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak-
hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi
sebagai anugrah Tuhan YME.
Secara umum hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia
(tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin) yang telah diperoleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan
masyarakat.
Beberapa pengertian HAM menurut para ahli, antara lain :
1) Jan Materson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap
manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
2) John Locke, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak yang kodrati
Berdasarkan pengertian di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM
merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan
fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan
tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain.
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Sejarah Perkembangan HAM

Dengan adanya perang dunia, mengakibatkan hak-hak asasi manusia

tertindas, oleh karena itu muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang

dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. naskah-naskah tersebut adalah

sebagai berikut :

1)

2)

3)

Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu suatu dokumen yang mencatat
beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari Inggris kepada beberapa
bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini yang sekaligus
membatasi kekuasaan Raja Jhon.
Bill of Rights (Undang-undang 1689), yaitu suatu undang-undang yang
diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya,
mengdakan perlawanan terhadap Raja James |l dalam suatu revolusi hak
berdarah yang dikenal dengan istilah The Glorious revolution of 1688).
Declaration des Droits de 'homme et du citoyen (pernyataan hak-hak
manusia dan warga negara), yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada
permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan
rezim lama.
Bill of Rights (undang-undang hak), yaitu suatu naskah yang disusun oleh
rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-
undang dasar pada tahun 1791.

Hak-hak tersebut cakupannya belum luas, karena hanya bidang politik

saja. Sejalan dengan itu, PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM

untuk pertama kali yang diberi nama Commision on Human Rights pada tahun

1946. komisi inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia

disamping hak politik yaitu hak ekonomi dan sosial yaitu :

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
o)

Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi

Larangan perbudakan

Larangan penganiayaan

Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-
wenang.

Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur.

Hak atas kebebasan bergerak

Hak atas harta dan benda.

Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan beragam.

Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran
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10) Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat.

11) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi

yang penting :

1)
2)

3)
4)

Hak atas pekerjaan

Hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakian, perumahan dan
kesehatan.

Hak atas pendidikan

Hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan
masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan dab hak atas
perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya
cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesustraan dan seni.

Pelaksanaan HAM di Indonesia

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan

sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut

dikategorikan menjadi dua bagian yakni :

1)

2)

Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga
advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya.

Sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya
beberapa pasal dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM, UU
Rl Nomor 39 Tahun 1999, Keppre Rl Nomor.50 Tahun1993, Keppres RI
Nomor.129 Tahun 1998, Keppres RI Nomor 181 Tahun 1998 dan Inpres RI
Nomor 26 Tahun 1996. kesemua perangkat hukum tersebut merupakan
sarana pendukung perlindungan HAM.
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Materi 9
WAWASAN NUSANTARA (WANUS)
Pengertian Geopolitik dan Geostrategi Indonesia serta Wawasan
Nusantara

Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan
berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta
disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia.

Geostrategi adalah  perumusan  strategi nasional dengan
memperhitungkan kondisi dan kostelasi geografi sebagai faktor utamanya.
Disamping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber
daya alam, lingkungan regional maupun internasional.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan
lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai
dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-
cita nasionalnya.

Ada beberapa pengertian wawasan nusantara, diantaranya sebagai
berikut :

1) Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993
dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut :
Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber
pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
untuk mencapai tujuan nasional.

2) Pengertian wawasan Nusantara menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua
Program S-2 PKN-Ul) :
“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri
dan tanah aimya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan
yang beragam”. Hal tersebut disampaikannya pada waktu  lokakarya
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Lemhannas pada bulan
Januari Tahun 2000. ia juga menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara

merupakan geopoltik Indonesia.
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3) Pengertian Wawasan Nusantara menurut Kelompok Kerja Wawasan

Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan MPR dan dibuat di Lemhannas
tahun 1999 adalah sebagai berikut :
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

Unsur Dasar Wanus
1) Wadah
Wawasan nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen, yaitu :

a. Wujud wilayah

b. Tata inti organisasi

c. Tata kelengkapan organisasi

2) lsi wawasan nusantara
Isi wawasan nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia
Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas
manunggal yang terpadu.
a. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945
yang menyebutkan :

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.

3) Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh,
menyeluruh yang meliputi : ‘

1) Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan
dirgantara secara terpadu.

2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya
serta satu ideologi dan identitas nasional

3) Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat

Indonesia atas dasar “Bhineka Tunggal |ka”, satu tertib sosial dan satu
tertib hukum.
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4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama
dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu,
yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)

6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3) Tata laku wawasan nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah

a. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap
mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini wawasan
nusantara berlandaskan pada falsafah pancasila untuk membentuk sikap
mental bangsa yang meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu.

b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh, dalam arti kemanunggalan
kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini
wawasan nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang
meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wanus adalah keutuhan nusantara dalam arti cara pandang yang
selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.
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Materi 10

Arah Pandang Wanus

1)

2)

Arah Pandang ke Dalam

Tujuannya adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek
kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

Arah pandang ke dalam maksudnya bahwa bangsa Indonesia harus’ peka)
dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor
penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan ‘tetap
terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan.
Arah Pandang ke Luar

Tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang
serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati.

Maksud dari arah pandang ke luar adalah dalam kehidupan internasional,
bangsa Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasionalnya dalam
segenap aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun
pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan
yang tertera pada Pembukaan UUD 1945

Kedudukan, Fungsi dan Tujuan

1)

Kedudukan
a. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar
tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wanus
menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
b. Wanus dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya
sebagai berikut :
a) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara
berkedudukan sebagai landasan idiil.
b) UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan
sebagai landasan konstitusional.

c) Wanus sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan

visional.




2)

3)
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d) Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan
sebagai landasan konseptual.
e) GBHN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan dasar
nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.
Fungsi
Wanus berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan
perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun
bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Tujuan
Wanus bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yéng tinggi di segala
aspek kehidupah rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan
nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa
atau daerah.

Wanus sebagai Konsep Persatuan Bangsa

Perwujudan Wanus sebagai Satu Kesatuan Politik

1)

2)

3)

4)

S)
6)

7)

Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan model dan milik
bersama bangsa Indonesia

Keanekaragaman suku, budaya dan bahasa daerah serta agama yang
dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia.

Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib,
dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita
bangsa yang sama.

Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia
yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama.

Kehidupan politik di seluruh wilayah nisantara sistem hukum nasional

Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum
nasional.

Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban
dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif.
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Perwujudan Wanus sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

1) Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal
dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah
Indonesia secara merata.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh
daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan
sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi
kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perwujudan Wanus sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

1) Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan
serasi dengan tingkat kémajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan
kemajuan bangsa.

2) Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak
ragam budaya yang menggembarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya
Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan
dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

Perwujudan Wanus sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut
serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pambelaan
negara dan bangsa.

Wanus sebagai Penjabaran Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah
perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan negara kesatuan
Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal
pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian
melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila
berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi
landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
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Dengan demikian Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya
mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan,
persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan
perdamaian dunia. Di samping itu Wawasan Nusantara merupakan konsep dasar
bagi kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional.

-Wanus sebagai Wawasan Nasional

Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam
membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik
pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankamnya, selalu
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk
itu pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara
Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan
tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang
menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinnekaannya dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan
tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya,yang dikenal dengan istlah Wawasan Kebangsaan atau
Wawasan Nasional Indonesia dan diberi nama Wawasan Nusantara, disingkat

“Wasantara”
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Materi 11
KETAHANAN NASIONAL
Pengertian, Hakikat, Sifat dan Ciri Ketahanan Nasional
Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah perihal tahan (kuat) keteguhan hati;
ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam arti bernegara adalah penduduk dari
suatu wilayah tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional dan
berdaulat.

Jadi, ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan
ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan
kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian

bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya.

Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan
ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya
menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sifat Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
Manunggal
Mawas ke dalam
Berkewibawaan
Berubah menurut waktu
Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan.
Percaya pada diri sendiri (self confidence)

@ m~ o a0 T ®

Tidak bergantung kepada pihak lain (self relience)

Asas-asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-
nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari
1) Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan
nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak
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akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik
yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejateraan maupun
_keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun.
Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional
yang dicapai merupakan tolok ukur Katahanan Nasional.
2) Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan
bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral)
3) Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar
a. Mawas ke Dalam
Tujuaannya yaitu menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan
nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional
untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan
tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung
sikap isolasi atau nasionalisme sempit.
b. Mawas ke Luar
Tujuannya yaitu untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta
mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima
kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia
internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan
kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya
tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam
bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
4) Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan,
gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya
perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam
hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat

menghancurkan.
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Materi 12

Pembinaan Ketahanan Nasional

Upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan

berikut :

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan
serta ditingkatkan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan
diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan
mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, selaras dengan peradapan dunia yang berubah dengan cepat
tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Sesanti Bhinneka Tunggal lka dan konsep Wawasan Nusantara yang
bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan
dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga
persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan
bangga terhadap bangsa dan negara. Di samping itu anggota masyarakat
dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebhinnekaan.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Rl harus
dihayati dan diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara,
lembaga kenegaraan lembaga kemasyarakatan, serta setiap warga
negara Indonesia agar kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan
nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud. Dalam hal ini suri
tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh
masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, harus menunjukkan
keseimbangan antara fisikk material dengan mental spiritual untuk
menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Dengan
memperhatikan kondisi geografi Indonesia, pembangunan harus adil dan
merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan
kesatuan wilayah.

Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara
mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain, seperti Pendidikan
Budi Pekerti, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia
dan Kepramukaan. Pendidikan Moral Pancasila juga perlu diberikan
kepada masyarakat luas secara non formal.
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Kebudayaan Nasional

Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa
yang mendiami bumi Nusantara, kebudayaan bangsa Indonesia (kebudayaan
Nasioal) merupakan hasil dari interaksi budaya-budaya suku bangsa (budaya
daerah) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa.
Kebudayaan nasional juga merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai budaya yang
telah ada dengan budaya luar (asing), yang kemudian juga diterima sebagai nilai
bersama seluruh bangsa. Hal yang penting adalah bahwa interaksi budaya
tersebut harus berjalan wajar dan alamiah, tanpa unsur pemaksaan dan
dominasi kebudayaan nasional tumbuh dan berkembang sejalan dengan
berkembangnya budaya daerah.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan
Indonesia. Bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai
falsafah hidupnya, sehingga nilai-nilai yang terkanduhg dalam Pancasila akan
menjadi tuntunan dasar dari segenap sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa

~Indonesia. Secara umum gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan
tuntunan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat
dasar sebagai :

1) Bersifat religius

2) Bersifat kekeluargaan

3) Bersifat serba selaras

4) Bersifat kerakyatan

Penjabaran Tanas dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan
perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan
nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat,
mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh kekuatan moral dan etikanya.
Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan
tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap
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warganegara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Keikutsertaan setiap warganegara dalam pembangunan nasional dapat
dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar,
membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan dan
sebagainya.

Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun
batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. ltulah sebabnya pembangunan
nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang
seutuhnya yakni sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan hajat hidup fisikk manusia,misalnya sandang, pangan, perumahan,
pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan
olahraga dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat
batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan,
rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya.
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Materi 13
POLITIK DAN STRATEGI KEAMANAN NASIONAL

Pengertian

1)

2)

3)

Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti negara (city

state) yang terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

Menurut Aristoteles, manusia adalah Zoon Politicon, yakni makhluk politik,

yaitu hidup dalam suatu wilayah tertentu bersama-sama yang lain dengan

saling membantu di bawah suatu pemerintahan yang disetujui bersama.

Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politics mengandung arti suatu

keadaan yang dikehendaki, disertai dengan cara dan alat yang digunakan

untuk mencapai tujuan.

Pengertian Strategi

Secara umum, pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan

kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan

yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang

masing-masing merupakan jawaban terhadap tatangan baru yang terjadi
sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi
dalam suatu tujuan tertentu.

Politik Nasional dan Strategi Nasional (Politik Strategi Nasional)

Politik nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari

negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan

dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan
nasional).

Politik nasional meliputi antara lain :

a. Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan
dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia.

b. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif antiimperialisme dan
kolonialisme dalam segala bentuk, mengabdi kepada kepentingan
nasional dan amanat rakyat serta diarahkan untuk pembentukan
solidaritas negara-negara di dunia.

c. Politk ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya yaitu untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
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d. Politik pertahanan keamanan yang diarahkan kepada pengamanan serta
perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan
penanggulangan segala macam tantangan, ancaman dan hambatan.
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni
pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik
nasional disusuniah strategi nasional, seperti jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang.

Pelaksanaan Politik dan Strategi Keamanan Nasional
Pelaksanaan politik dan strategi keamanan nasional, mencakup sebagai
berikut : '

1) Visi politk dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004
adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Visi dan
strategi ini didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman,
bertagwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan
lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja
yang tinggi serta berdisiplin.

2) Bidang Hukum, meliputi :

a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi
hukum dan tegaknya negara hukum.

b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum
nasioal yang diskriminitif, termasuk ketidakadilan gender yang tidak
sesuai dengan tuntutan reformasi, melalui program legislasi.

c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hukum, keadilan, kebenaran dan supremasi hukum serta menghargai hak
asasi manusia.

d. Dan lain-lain.

3) Bidang Ekonomi, meliputi :

a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sehat,
memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan
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4) Bidang Politik, meliputi :
a.
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sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan yang
berkelanjutan dan menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha
dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil
bagi seluruh rakyat.

Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan
terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang
merugikan rakyat.

Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi
ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan
yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik,
subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh
undang-undang.

Dan lain-lain.

Politik Dalam Negeri, seperti memperkuat keberadaan dan kelangsungan
NKRI yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan, penyelesaian
masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, memerlukan upaya rekonsiliasi nasional yang
diatur oleh undang-undang.

Politik Luar Negeri, seperti meningkatkan kerjasama dalam segala bidang
dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan dengan kawasan
ASEAN untuk memelihara stabilitas,pembangunan dan kesejahteraan.
Penyelenggaraan Negara, seperti membersihkan penyelenggara negara
dari praktek KKN dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas
pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat
dengan mengembangkan etika dan moral.

Komunikasi, Informasi dan Media Massa, seperti meningkatkan kualitas
komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa
dalam menghadapi tantangan global.

Agama, seperti meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui
penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan
integral dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
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Pendidikan, seperti memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah
maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan
kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat
yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

5) Bidang Sosial Budaya, meliputi :
a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, seperti mengembangkan sistem

6)

jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan
perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai.
Pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, seperti mengembangkan sikap
kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya
yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan
bangsa di masa depah.

Kedudukan dan Peranan Perempuan, seperti meningkatkan kedudukan
dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu
memperjuangkan terwujudnya kesetaraan, keadilan gender.

Pemuda dan Olahraga, seperti menumbuhkan budaya olahraga guna
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang perlu memiliki tingkat
kesehatan dan kebugaran yang cukup. Dimulai dari sejak usia dini melalui
pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.

Pembangunan Daerah, seperti melakukan pengkajian tentang berlakunya
otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan
desa.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, seperti mengelola SDA dan
memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

Bidang Pertahanan dan Keamanan, seperti memperluas dan meningkatkan

kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka

memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya

pemeliharaan perdamaian dunia.

Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Hankamnas

Tujuan penyelenggaraan politik strategi pertahanan keamanan nasional

(Polstrahankamnas) yaitu untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan

ketahanan Hankamnas dalam rangka Ketahanan Nasional dengan sarana
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material dan pembiayaan kauangan yang terbatas yang dapat mengamankan
dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang
kesejahteraan nasional. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat sebagai berikut

1) Adanya konsep politik dan strategi Hankamnas yang merupakan bagian
integral dari politik dan strategi nasinal yang berjangka panjang, sedang dan
pendek yang mencakup dua aspek pokok, yaitu :

2) Mekanisme yang tepat untuk merealisasikan konsepsi politik dan strategi
tersebut.

3) Kepemimpinan Hankamnas yang mampu merealisasikan konsepsi politik dan
strategi tersebut.

Strategi Pertahanan Keamanan Nasional
Strategi pertahanan keamanan nasional, meliputi :

1) Pengamanan tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran rangkaian
politik nasional.

2) Penyempurnaan efektivitas, efisiensi dan dan integritas masyarakat sehingga
dapat menjadi inti kekuatan-kekuatan Hankamnas yang kokoh, kuat dan
kompak.

3) Penyusunan kekuatan Hankamnas bagi stabilitas, perdamaian dan
keamanan di Asia Tenggara khususnya, dunia pada umumnya.
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Materi 15
PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengertian Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan
global.

Tujuan pembangunan nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun
batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan yang bersifat lahiriah
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya
sandang, pangén, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana
dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh
pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan
prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya.

Perencanaan Pembangunan Nasional

Program Pembangunan Nasional (Propenas)
GBHN 1999 ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan
negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan
sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam
tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas
dan maju serta sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karena
itu, GBHN 1999 juga memberikan gambaran kondisi umum kehidupan bernegara
pada saat ini beserta visi dan misi pembangunan sebagai acuan
penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Kondisi Umum,
visi dan misi tersebut untuk selanjutnya dipergunakan sebagai landasan
penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Pembangunan nasional meliputi :
1) Pembangunan Ekonomi

Peranan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memantapkan
stabilitas ekonomi, di samping kinerja sektor pertanian berusaha ditingkatkan,
dan pembangunan kehutanan ditekankan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis,
pembangunan hutan tanaman industri dan hutan rakyat. Selain itu, kegiatan
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dunia usaha yang tumbuh dengan pesat ternyata cenderung ditujukan pada
sektor yang rentan terhadap gejolak moneter, sehingga kegiatan ekonomi yang
mengalami kontraksi bertambah bebannya, dan mengakibatkan berkurangnya
kesempatan kerja, meskipun selama Repelita VI pertambahan angkatan kerja
telah diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, baik dalam jumlah maupun mutu.
2) Pembangunan Prasarana _

Makin membaiknya sarana dan prasarana perhubungan serta
pembangunan pariwisata, pos dan telekomunikasi yang meningkat, mempunyai
arti yang semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional secara
keseluruhan. Di samping sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang
merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi tetap
melanjutkan peranannya sebagai sektor andalan yang menyediakan sumber
energi, bahan baku industri dan sumber penerimaan negara.

3) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan
ekonomi makro yang terkendali selalu diikuti oleh sumber daya manusia (SDM)
yang semakin meningkat kualitasnya. Dalam rangka pembangunan manusia
seutuhnya, pembangunan agama, budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial,
pendidikan, serta Iptek, kelautan dan kedirgantaraan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas SDM, sebagai insan dan sumber
daya pembangunan.

4) Pembangunan Regional dan Pembangunan Sumber Daya Alam

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari
pembangunan Nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan
menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah
yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi,
daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan kawasan
Timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah.

5) Pembangunan Hukum, Penerangan, Politik, Hankam dan Administrasi

Negara
Pembangunan hukum terus diupayakan untuk kemajuan perletakan

dasar-dasar kuat bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum di samping
kesadaran politik rakyat di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Selain
pembangunan pertahanan keamanan negara (hankamneg) diarahkan pada
pembangunan segenap komponennya untuk memelihara stabilitas nasional yang
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mantap, dinamis, dan mewaspadai perkembangan lingkungan strategis;

pendayagunaan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan

semakin diperlukan untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan pembangunan secara efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan merata
di seluruh pelosok tanah air.

Permasalahan Pembangunan Nasional

1)

2)

3)

4)

Contoh : masalah pembangunan iptek.
Kebijaksanaan yang sesuai bagi pengembangan iptek.
untuk meningkatkan produktivitas maka kebijaksanaan untuk penerapan dan
pengembangan iptek perlu pula diarahkan untuk mencari pemecahan
masalah-masalah besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan
jangka panjang mendatang seperti pengangguran, kemiskinan,
pembangunan daerah terbelakang seperti kawasan timur Indonesia, dan
berbagai ketimpangan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, pengembangan
iptek harus terarah pula pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara
menyeluruh.
Strategi pengembangan iptek yang tepat _
Artinya perlu pemikiran tentang ketersediaan dana, fasilitas riset dan
teknologi yang ada baik dalam jumlah kualitas maupun penyebarannya
antara sektor dan antar wilayah dalam mendukung kegiatan pembangunan
iptek. Demikian juga dengan optimalisasi pendayagunaan berbagai sumber
daya tersebut.
Di sektor produksi
Pada umumnya kegiatan produksi di Indonesia belum sampai pada tahap
rancang bangun rekayasa dan penguasaan teknik produksi yang memadai
untuk dapat menyerap perkembangan teknologi dan mengitegrasikan
kedalam kegiatan produksi itu sendiri. Sebagian besar dari proses pengalihan
teknologi yang terjadi baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi
yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan.
Berbagai macam kegiatan penelitian dan pengembangan
Sekalipun di tingkat nasional telah dilakukan berbagai investasi untuk
mengembangkan lembaga-leMbaga litbang, laboratorium penelitan, dan
pusat-pusat pelayanan teknologi, namun dampaknya terhadap
perkembangan industri khususnya dan dunia usaha umumnya belum meluas.
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Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara kalangan industri dan dunia
usaha, serta lembaga-lembaga litbang masih lemah.

Secara garis besar permasalahan yang hadapi adalah tetap masih
bersifat klasik, yaitu :
Ketertinggalan di bidang pendidikan

2) Sebagai implikasi dari hal di atas, jumlah dan komposisi sumber daya
manusia iptek yang dimiliki masih jauh dari yang diperlukan.

3) Kemampuan membiayai kegiatan penelitian dan riset juga masih terbatas.

4) Tradisi dan kemampuan riset dunia usaha termasuk swasta di Indonesia
masih lemah '

5) Kemampuan sektor industri nasional pada umumnya belum sampai pada
tahap rancang bangun dan teknologi produksi yang memadai untuk dapat
menyerap perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya kedalam
kegiatan industri itu sendiri.

6) Industri nasional pada umumnya tergolong industri kecil.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas upaya yang dilakukan
yaitu,

1) Dalam bidang pengembangan industri berbagai strategi telah ditempuh
dengan pelbagai macam pendekatan dan tujuannya, yakni antara lain :

a. strategi ekspor produksi primer,

b. strategi industri subsidi impor,

c. trategi industri promosi ekspor, dan
d. strategi industri teknologi tinggi.

2) Dalam bidang iptek telah dikenal antara lain, program hibah bersaing, riset
unggulan terpadu dan riset unggulan kemitraan dan program coop education
antara Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha.

3) Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang iptek, selain

universitas dan Litbang, telah dikembangkan beberapa aspek pendukung

kelembagaan antara lain:

a. Dewan Riset Nasional (1984),

b. Dewan Standarisasi Nasional (1984),

¢. Undang-Undang Hak Cipta (1982),

d. Undang-Undang paten (1989), dan Akademik pengetahuan Indonesia.
Sarana dan prasaran penelitian pun telah banyak dibangun dan

dioperasikan.
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Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ketetapan Hati. Pemerintah dan wakil-wakil rakyat senantiasa berketetapan
hati meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama ekonomi rakyat di
daerah-daerah terpencil yang menggunakan sumberdaya alam setempat,
dengan kekuatan modal sendiri, teknologi tepat guna, dan pasar terbatas.
Kemiskinan. Kemiskinan mewarnai ekonomi rakyat sejak zaman penjajahan.
Meskipun selama era Orde Baru kemiskinan absolut mulai berkurang, namun
kemiskinan relatif meningkat karena perbedaan yang makin besar dalam
peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Kebijakan dan
program-program penanggulangan kemiskinan yang adil berpihak dan
bersasaran pada kelompok yang paling miskin.

Pengangguran. Penduduk miskin di Indonesia bukanlah penganggur penuh,
tetapi bekerja namun dengan pendapatan rendah. Mereka itulah pelaku-
pelaku ekonomi rakyat yang memerlukan dukungan program-program
pemberdayaan. Program-program pemberdayaan yang diprakarsai
pemerintah dikembangkan menjadi program-program milik kelompok-
kelompok swadaya masyarakat yang mandiri, dengan bantuan dana bergulir
dari pemerintah, LSM, atau sumber-sumber dana lain.

Perbankan. Industri perbankan sebagai lembaga keuangan intermediasi
yang telah berkembang cepat melalui kebijakan deregulasi (1983-93),
dibenahi sungguh-sungguh agar tidak memperdaya tetapi benar-benar
memberdayakan ekonomi rakyat. Melalui pengembangan program-program
keuangan mikro, perbankan dikaitkan dengan lembaga-lembaga keuangan
asli masyarakat berdasarkan adat setempat yang sudah lama diterapkan
kelompok-kelompok masyarakat kecil.

Kebijakan pertanian yang memihak petani. Program pembangunan yang
berhasil meningkatkan produksi pertanian terutama pangan, patut
dipertimbangkan untuk kembali dilaksanakan, dengan reformasi Agraria,
pengelolaan sumberdaya alam, dan perbaikan dasar tukar (term of trade)
komoditi-komoditi pertanian, termasuk komoditi . ekspor perkebunan yang
dihasilkan daerah-daerah tertentu di luar Jawa.

Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Dalam era otonomi daerah diperlukan
hubungan keuangan yang adil, imbang, dan harmonis, antara pusat dan

daerah. Program-program pembangunan daerah mengembangkan potensi-
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potensi ekonomi dari daerah-daerah yang kaya sumbedaya alam, dengan
sekaligus tidak meninggalkan daerah-daerah yang miskin sumberdaya alam
namun berpotensi besar dalam sumberdaya manusia.

Pengelolaan Perdagangan Bebas. Proses meningkatnya perdagangan
bebas sebagai konsekuensi dan kaitan eratnya dengan globalisasi yang
makin garang mengharuskan Indonesia mengelola secara hati-hati
perdagangan [uar negerinya dan meningkatkan kerjasama ekonomi-
perdagangan dalam negeri. Perdagangan ekspor-impor penting sekali, tetapi
yang tidak kalah penting adalah melancarkan hubungan dagang antardaerah
di Indonesia sendiri dalam rangka negara kesatuan yang kuat dan utuh.
Keterpaduan hubungan ekonomi-perdagangan antardaerah merupakan kunci
kemampuan dan ketahanan ekonomi nasional.
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